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ABSTRAK

Musyarifatul Laela, Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
(Dibimbing oleh Dr. Burhanuddin,Sos.,M.Si dan Dr. Syukri,Sos.,M.Si).

Skripsi ini membahas implementasi kebijakan kartu identitas anak pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi KIA di Kabupaten
Bulukumba. Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bulukumba sudah berjalan
cukup baik dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) komunikasi; telah melakukan
upaya yang signifikan dalam mensosialisasikan kebijakan KIA, (2) sumberdaya;
persiapan sumberdaya telah dilaukan dengan baik, (3)disposisi; komitmen dan
antusiasme tinggi dari pihak terkait terlihat jelas dan (4) struktur birokrasi; yang
telah diatur dengan baik menjalankan peran penting dalam menjalankan tugas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini memberikan wawasan
yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan
kewajiban serta membangun Bangsa Negara Indonesia. Anak adalah subjek
sekaligus objek pembangunan nasional Indonesia dalam upaya mewujudkan
cita-cita bangsa Indonesia, yaitu penduduk yang kuat dan seimbang secara
materil dan spiritual. Karena masalah suatu negara masih belum tuntas
diselesaikan oleh masalah kependudukan, maka diperlukan kebijakan
pembangunan pengambilan data penduduk yang akurat. Dalam hal ini yang
dimaksud dengan “administrasi kependudukan” adalah suatu titik tolak atau
dasar dalam pembuatan yang mencakup segala hal mengenai kependudukan
yang merekap seluruh jumlah penduduk beserta identitas lainnya, bagaimana
sebuah kebijakan dapat diambil. Ada sejumlah peraturan, tetapi tidak menutup
kemungkinan bahwa banyak warga masyarakat saat ini tidak terdaftar atau
tercatat oleh pemerintah karena berbagai faktor. Sampai saat ini masih ada
pengaduan tentang pendudukan dan pengaduan tentang peristiwa-peristiwa
penting bagi hukum terkait pendudukan di mana terdapat identitas diri
seseorang.

Perlindungan secara administrasi kependudukan menjadi suatu hal penting
karena merupakan hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi warga negara
Indonesia dalam  mendapatkan  hak-hak individunya.  Administrasi

kependudukan ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar dan



di dalam wilayah Indonesia sebagai penentuan status pribadi, penentuan status
sebagai warga negara, memberikan pengakuan, perlindungan, serta peristiwa
penting atau peristiwa kependudukan lainnya.

Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan pubik dan pembangunan sektor lain.
Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 2 huruf (a) UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap penduduk
berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan (Ramadhanti et
al., 2021).

Menghitung jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia ini,
pemerintah melakukannya dengan program sensus penduduk. Sensus penduduk
ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), suatu badan yang mengelola
sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Menurut Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada Desember 2020
lalu menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia adalah 271.349.899 jiwa.
Bahkan dengan jumlah tersebut, Indonesia disebut-sebut sebagai negara terpadat
nomor empat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia itu dikatakan mengalami
pertumbuhan sebab pada tahun 2010 lalu, jumlah penduduknya adalah

237.641.326.



Percepatan dan angka pertumbuhan jumlah penduduk ini salah satunya
dipengaruhi oleh angka kelahiran bayi per tahunnya. Proses kelahiran
melibatkan kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan seorang bayi.
Dalam konteks ini, angka kelahiran mengacu pada rata-rata jumlah bayi yang
dilahirkan setiap tahun oleh setiap 1.000 orang penduduk. Angka kelahiran
dibagi menjadi dua jenis, yakni angka kelahiran kasar dan angka kelahiran
khusus. Angka Kelahiran Kasar adalah jumlah tiap kelahiran yang terjadi pada
1.000 orang penduduk dalam waktu satu tahun sedangkan angka Kelahiran
Khusus adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup yang
terjadi dari 1.000 wanita dengan usia tertentu dalam waktu satu tahun. Usia
tertentu tersebut misalnya pada usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-39 tahun, dan
seterusnya.

Melalui peningkatan angka kelahiran tahunan, pemerintah menjalankan
tindakan kebijakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sambil memberikan pengakuan terhadap status individu dan status
hukum kependudukan merupakan kebijakan kementrian dalam negeri
(Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kertu Identitas Anak.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri setiap anak harus
diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen

resmi yang diterbitkan oleh Negara, berbentuk lembaran kertas, yang berisi data



mengenai identitas seorang anak yang baru dilahirkan, termasuk nama, tempat
dan tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan dari pejabat yang memiliki
wewenang. Penerbitan Kartu Identitas Anak diperlukan sebagai kebijakan
tambahan karena memiliki Akta Kelahiran saja tidak mencukupi. Pada dasarnya,
Akta Kelahiran hanya memberikan status pada anak tersebut (Sri Hardjanto,
2019).

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu
Identitas Anak menyatakan bahwa “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya
disingkat menjadi KIA adalah Identits resmi anak sebagai bukti diri anak yang
berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki setiap anak. Hal ini tercantum dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016. Kartu ini hanya
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (9) yang menyatakan ‘“Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah
perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan
Pencatatan sipil”.

Kartu Identitas Anak (KIA) berfungsi serupa dengan Kartu Tanda
Penduduk. Anak-anak yang memiliki KIA dapat memanfaatkannya untuk
mengakses layanan umum dalam sektor pendidikan, perbankan, kesehatan,

imigrasi, transportasi, dan pendidikan. Dengan memiliki Kartu Identitas Anak



(KIA), anak-anak mampu untuk membuka rekening tabungan tanpa harus
menggunakan Kartu Tanda Penduduk dari orang tua. Walaupun Kartu Identitas
Anak (KIA) memiliki nilai penting, kenyataannya masih ada masyarakat yang
belum menyadari sejauh mana signifikansinya memiliki kartu tersebut.
Beberapa orang masih menganggap KIA hanya sebagai bagian teknis terkait
catatan penduduk (Mukhlis et al., 2021).

Adanya Kartu Identitas Anak (KIA) memudahkan pemerintah dalam
mengawasi ~ perkembangan  informasi  mengenai  anak-anak  dan
menyelenggarakan program jaminan sosial yang direncanakan bagi setiap anak.
Besar Harapan anak-anak Indonesia bahwa (KIA) dapat menciptakan perubahan
yang mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dalam hal sosial,
pendidikan, dan kesehatan bagi anak-anak. Tentunya, meraih hal ini tidaklah
simpel bagi pemerintah untuk dicapai secara individu, dan pemerintah senantiasa
memerlukan kolaborasi dari setiap keluarga guna menciptakan kesetaraan dan
pemerataan yang diinginkan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, penerbitan Kartu
Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan
pemenuhan hak kontstituonal warga negara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah
pihak yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Kartu ldentitas Anak
(KIA). Di Kabupaten Bulukumba program Kartu Identitas Anak (KIA) baru
dilaksanakan pada tahun 2019. Kartu Identitas Anak seperti yang sudah

dijelaskan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 bahwa



setiap warga negara Indonesia pada usia berapa pun wajib memiliki identitas
sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Masyarakat atau Anak
di Kabupaten Bulukumba tergolong banyak, kondisi ini menyebabkan
munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan anak. Adapun
permasalahan anak yaitu masih terdapat anak-anak yang belum memiliki akta
kelahiran, serta belum semua anak mendapatkan pelayanan fasilitas umum
dengan baik serta pelayanan kesehatan optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa sangat diperlukan
adanya upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan peraturan terkait Kartu
Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah Daerah memiliki
tanggung jawab untuk mengatur dan menangani masalah terkait hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu
Identitas Anak, dinyatakan bahwa setiap warga negara indonesia harus memiliki
identitas sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 1.1: Jumlah KIA di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Kecematan

No Tahun Jumlah KIA
1. 2021 25.252
2. 2022 39.468
3 2023 56.201

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)
yang terdaftar di Kabupaten Bulukumba dalam rentang waktu beberapa tahun.
Data di atas memperlihatkan peningkatan jumlah anak yang memiliki KIA dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah KIA yang terdaftar mencapai 25.252,



meningkat menjadi 39.468 pada tahun 2022, dan mencapai 56.201 pada tahun
2023.

Terlihat peningkatan jumlah Kartu Identitas Anak setiap tahunnya, dengan
berbagai pendekatan yang inovatif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bulukumba. Salah satu strategi yang sukses adalah layanan
jemput bola, yang memungkinkan dinas untuk mencapai wilayah-wilayah
terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, kerja sama yang baik antara dinas dan
berbagai pihak seperti sekolah dan lembaga sosial juga berkontribusi dalam
peningkatan jumlah penerbitan KIA. Kartu ldentitas Anak seperti yang telah
dijelaskan di atas sudah tentu mempunyai peran penting didalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Namun segala sesuatunya tentu tidak bisa berjalan sperti yang diinginkan,
dalam kenyataannya dilapangan banyak fenomena dan kendala yang dihadapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Fenomena
yang terjadi masih terdapat anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak hal
ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas
anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, faktor kurangnya sosialisasi merata
yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat terkait Kartu identitas Anak
(KIA) dan manfaatnya, menyebabkan minimnya pehamahan masyarakat akan
pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu ldentitas Anak



(KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bulukumba.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat
dirumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba?

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

3. Bagaimana disposisi para pemangku kepentingan dalam Implementasi
Kebijakan Kartu ldentitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba?

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas
Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi pelaksanaan kebijakan yang
dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.



2. Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dalam Implementasi
Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

3. Untuk mengetahui bagaimana disposisi para pemangku kepentingan dalam
Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan

acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik penelitian
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memajukan pengetahuan, khususnya di bidang administrasi Negara yang
berkaitan dengan penerapan standar etika.

2. Manfaat praktis penelitian
Dapat memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan dalam
melaksanakan Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengkaji ,menganalisis, dan memahami Implementasi

Kebijakan Kartu Identitas Anak, berikut beberapa perbandingan sebagaimana

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acauan bagi peneliti.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Kartu
Identitas Anak.

No Peneliti Judul e Hasil Penelitian
Penelitian
1 | (Oktavia, Peranan Dinas Analisis data | Pelaksanaan
2019) Kependudukan dan | yang di kebijakan

Pencatatan Sipil terapkan program KIA
Kota Bukittinggi bersifat yang dilakuka
dalam Penerbitan deskriptif oleh
Kartu Identitas kualitatif. DISDUKCAPIL
Anak Berdasarkan Kota Bukit
Peraturan Menteri Tinggi dapat

dikatakan sudah
cukup baik.
Namun Terkait
pelayanan yang
dilakukan oleh
DISDUKCAPIL

10
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Kota Bukittinggi
dapat dikatakan
masih kurang
maksimal, karena
kurangnya
sosialisasi yang
di lakukan oleh
DISDUKCAPIIL
Kota Bukittinggi
serta belum
adanya kerja
sama yang
dilakukan dengan
para Stakeholder
untuk

memaksimalkan

Program KIA.
(Yulimalinda, | Efektivitas Pendekatan | KIA di Kota
2022) Pendataan Kartu kualitatif Banda Aceh jauh
Identitas Anak pendekatan | lebih tinggi dari
(KIA) di Dinas deskriptif. rata-rata nasional

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
(DISDUKCAPIL)
Kota Banda Aceh.

dari target yang
ditetapkan
Kementrian
Dalam Negeri
Republik
Indonesia secara
nasional sebesar
30% Disdukcapil
sudah mencapai
70% untuk anak-
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anak di Kota
Banda Aceh. Ini
adalah hasil dari
proses sosialisasi
dan kerja sama
yang dilakukan
oleh Disdukcapil
maupun DRKA
(instansi yang

berada di atas

Disdukcapil.
(IMahi, 2022) | Implementasi Metode Implementasi
Kebijakan penelitian ini | Kebijakan
Pembuatan Kartu adalah Pembuatan Kartu
Identitas Anak di penelitian Identitas Anak di
Kota Bandar deskriptif Kota Bandar
Lampung. dengan Lampung yang
pendekatan | telah dilakukan
kualitatif. oleh Dinas
Kependudukan

dan Pencatatan
Sipil Kota
Bandar Lampung
sudah berjalan
dengan baik
namun masih
terdapat faktor
yang
menghambat

implementasi

seperti
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kurangnya
sosialisasi.
Namun masih
kurang faktor
mendasar yang
perlu
diperhatikan
dalam proses
pengajuan
pemohonan
pembuatan kartu
identitas anak
secara kolektif.
Ada beberapa
daftar pengajuan
belum
mencamtumkan
nomor kontak
yang dapat
dihubungi dan
masih terdapat
permasalahan
lainnya, seperti

NIK yang ganda.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa kesamaan
dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya. Persamaannya
yaitu sama-sama mengkaji hal serupa terkait dengan kebijakan Kartu Identitas

Anak. Selanjutnya ketiganya juga menggunakan metode penelitian kualitatif.
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Meskipun demikian, tentu saja terdapat beberapa perbedaan diantara
penelitian terdahulu tersebut. Penelitian ini lebih berfokus untuk menilai
bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten
Bulukumba, berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang membahas
peranan dalam penerbitakan dan efektivitas Kartu Identitas Anak. Selain itu
dalam menilai implementasi penelitian ini menggunakan teori edward 111 dengan
beberapa aspek, berbeda dengan teori yang digunakan pada penelitian terdahulu.
Sehingga temuan yang diperoleh pastinya beragam di setiap penelitian,
disesuaikan dengan fokus dan konteks yang berbeda-beda.

B. Konsep dan Teori
1. Konsep Kebijakan

Kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
tertentu, yang seringkali ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau
pemerintah. Meskipun kebijakan bisa menghadapi tantangan, tetapi perlu
mencari peluang-peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan. Ini
berarti bahwa kebijakan seharusnya sejalan dengan nilai-nilai dan praktik-
praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jika kebijakan mengandung
nilai-nilai yang bertentangan dengan yang ada dalam masyarakat, maka
pelaksanaannya akan menghadapi hambatan. Sebaliknya, suatu kebijakan
perlu dapat mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang ada dan

berkembang dalam masyarakat.
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1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah jenis strategi alternatif yang cocok untuk
diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan, dan merupakan jenis
analisis yang mempertimbangkan berbagai alternatif dengan tetap
mengingat strategi alternatif terbaik. Kebijakan adalah pernyataan politik
tertentu yang dibuat oleh pemerintah dan digunakan sebagai bagian dari
kewenangannya untuk membentuk opini publik.

(Nugroho, 2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik
menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal hal yang telah diputuskan
oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk
peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga,
merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.

W.I. Jenkins mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “keputusan
yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau
sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-
cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada
prinsipnya masih berjalan di batas-batas kewenangan kekuasaan dari para
aktor tersebut. C hief J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria 1981, telah
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Suatu tindakan bersanksi yang
mengarah ke suatu tujuan tertentu yang saling terkait dan mempengaruhi
satu warga masyarakat yang besar. Pakar Prancis, Lemieux, merumuskan
kebijakan publik bahwa “Hasil dari kegiatan yang bertujuan untuk

mengatasi permasalahan umum dalam lingkungan khusus, dilakukan oleh
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pelaku-pelaku politik yang memiliki hubungan terstruktur. Keseluruhan
proses kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan”(Wahab, 2012).

William N. Dunn dalam (Meutia, 2017) bahwa analisis kebijakan
merupakan suatu bidang praktis dalam ilmu sosial yang memanfaatkan
beragam metode riset dan pendapat untuk menciptakan serta mentransfer
informasi yang relevan mengenai kebijakan, dengan tujuan untuk
digunakan dalam ranah politik guna menyelesaikan permasalahan
kebijakan.

Definisi kebijakan publik di atas dapat diartikan sebagai konsep
bahwa kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diterapkan oleh
pemerintah dengan fokus pada kepentingan masyarakat umum. Oleh karena
itu, suatu kebijakan publik seharusnya dirancang untuk diimplementasikan
dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya dalam bentuk pernyataan belaka.
Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa
bentuk, yaitu :

a. Regulatory, Merupakan proses mengendalikan tindakan orang

b. Redristibutive, Merupakan upaya untuk membagi ulang kekayaan yang
tersedia, dengan mengambil bagian dari mereka yang kaya dan
memberikannya kepada mereka yang kurang mampu.

c. Distributive, merupakan melakukan distribusi untuk menyebarkan atau
memberikan kesempatan yang setara terhadap sumber daya khusus.

d. Consituent, Merupakan upaya untuk menjaga keamanan negara.
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1.3. Jenis-Jenis Kebijakan

Banyak ahli mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut

pandangannya masing-masing. James Anderson dalam (Suharno, n.d.)

mengemukakan mengenai kategori kebijakan publik tersebut sebagai

berikut:

a. Perbandingan antara kebijakan substansial dan kebijakan prosedural.
Kebijakan substansial mengacu pada langkah-langkah yang akan
diambil oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan prosedural berkaitan
dengan cara pelaksanaan kebijakan substansial tersebut dapat dilakukan.

b. Perbandingan antara kebijakan distribusi, kebijakan regulasi, dan
kebijakan redistribusi. Kebijakan distribusi adalah langkah-langkah
yang terkait dengan penyebaran layanan atau manfaat kepada
masyarakat atau individu. Kebijakan regulasi merujuk pada langkah-
langkah yang mengatur atau melarang perilaku individu atau kelompok
dalam masyarakat. Sementara kebijakan redistribusi adalah kebijakan
yang mengatur pembagian kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau
hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Perbandingan kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan
berbasis bahan merujuk pada langkah-langkah yang memberikan
manfaat nyata berupa sumber daya fisik kepada kelompok sasaran.
Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan

manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
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d. Kebijakan terkait barang publik (public goods) dan barang pribadi
(private goods). Kebijakan barang publik mengacu pada upaya
mengatur penyediaan barang atau layanan publik. Sementara, kebijakan
barang pribadi adalah langkah-langkah yang mengatur penyediaan
barang atau layanan untuk pasar yang bersifat bebas.

1.4. Tujuan Kebijakan Publik
Riant Nugroho dalam bukunya yang dikutip oleh (Hayat, 2018)
mengemukakan 4 (empat) tujuan kebijakan publik, yaitu :

a. Menyebarluaskan sumber daya di seluruh negeri, termasuk pengalihan
kembali dan penyerapan sumber daya secara nasional. Redistribusi
merujuk pada langkah-langkah kebijakan yang bertujuan membagi
sumber daya manusia yang tersedia, yang merupakan sumber pokok
dalam kebijakan absorptif. Kebijakan absorptif adalah langkah-langkah
kebijakan yang bertujuan untuk menyerap dan mengalokasikan
pendapatan pemerintah, yang kemudian digunakan dalam redistribusi
sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang ada. Kebijakan absorptif
berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan redistribusi.

b. Regulasi mengacu pada tindakan pengaturan, sedangkan liberasi
merujuk pada pembebasan atau kelonggaran. Deregulasi adalah
tindakan atau proses mengurangi atau menghilangkan pembatasan atau
aturan. Kebijakan publik mengarah pada pembentukan regulasi yang
didasarkan pada kesepakatan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari

kebijakan. Menciptakan regulasi melibatkan pembuatan aturan dan
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persetujuan bersama terkait kebijakan yang akan diterapkan, termasuk
dampak yang akan dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Pengaturan ini
bertujuan untuk optimalisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan
publik. Selain itu, kebijakan regulatif berlawanan dengan kebijakan
deregulatif yang menghapus, membebaskan, dan melonggarkan
berbagai regulasi yang ada guna menangani permasalahan yang muncul.
Proses deregulasi menjadi bagian integral dari kerangka kebijakan
publik.

Dinamika dan Stabilitas. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk
menjaga stabilitas dalam situasi dan kondisi negara. Kestabilan ini
mencakup harapan dan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat.
Stabilitas dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi
bagian integral dari agenda kebijakan publik. Negara memiliki tanggung
jawab untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warganya melalui
implementasi kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan bersama, identitas bangsa, dan
kepemerintahan adalah hasil interaksi antarmasyarakat yang aktif dan
memiliki kesadaran sosial yang kuat. Oleh karena itu, berbagai masalah
yang muncul dalam dinamika kehidupan nasional harus diatasi dengan
langkah-langkah yang menjaga stabilitas kondisi sosial.

Memperkuat pasar dan negara. Mengokohkan peran pasar diperlukan
karena ketergantungan ekonomi negara pada dinamika pasar.

Pergerakan harga ditentukan oleh dinamika pasar, dan pasar memiliki
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peranan penting dalam konteks perekonomian global. Memperkuat
peran pasar untuk mencapai stabilitas ekonomi menjadi langkah yang
esensial dan perlu diatur dengan cermat.

2. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan menghasilkan konsekuensi, melengkapi,
dan menyelesaikan suatu proses. Tujuan dari implementasi juga mencakup
penyediaan alat atau metode untuk menjalankan tugas tertentu, memberikan
hasil yang berdampak praktis terhadap sesuatu hal.

Menurut (Mulyadi, 2015:12) Implemetasi mengacu pada langkah-
langkah yang diambil untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
dalam suatu keputusan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengubah
keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan nyata serta berupaya
mencapai perubahan-perubahan signifikan atau kecil sesuai dengan
keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Secara esensial, implementasi
juga mewakili usaha untuk memahami bagaimana program seharusnya
berjalan setelah dilaksanakan.

Dalam tataran praktis implementasi merujuk pada proses
pelaksanaan keputusan inti. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, sebagai
berikut:

a. Tahap pengesahan peraturan perundangan.
b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

o

Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
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e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal

penting yakni :

a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat
diterima dan dijalankan.

c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lainnya secara rutin.

Menurut Grindle, “ menyatakan bahwa implementasi adalah proses
administrasi standar yang dapat siteliti pada tingkat program tertentu”.
Sedangkan Horn, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh beberapa individu-individu/pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut (Winarno, 2012) Istilah implementasi mengacu pada
rangkaian aktivitas yang mengikuti pernyataan tujuan program serta hasil
yang diinginkan oleh pihak pejabat pemerintah. Implementasi melibatkan
tindakan dari berbagai aktor, terutama pegawai birokrasi pemerintah, yang
fokus pada penciptaan sebuah kebijakan.

Berdasarkan berbagai sudut pandang di atas, dapat disimpilkan
bahwa implementasi memiliki makna sebagai proses terkait dengan
pelaksanaan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh

suatu lembaga atau institusi, terutama yang berkaitan dengan lembaga
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publik, dan melibatkan fasilitas serta infrastruktur untuk mendukung
pelaksanaan program-program tersebut.
2.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Kepentingan Implementasi diperlukan pendekatan dan pengetahuan

yang menyeluruh, sejalan dengan apa yang telah diungkapkan Nicolas

Henry dalam (Mustari, 2015) sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik
Istilah dalam pendekatan ini menggambarkan pola hubungan kekuasaan
dan pengaruh di antara individu dalam struktur birokrasi. Asumsi
mendasarnya erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan yang
memengaruhi keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai contoh,
keberadaan beberapa kelompok yang menentang kebijakan dapat
menghambat atau bahkan mengganggu upaya yang dilakukan oleh
pendukung kebijakan lainnya, sehingga menjadi faktor penghalang
dalam pelaksanaan kebijakan publik.

b. Pendekatan Struktural
Melalui pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa struktur yang
memiliki sifat "organis” memiliki relevansi yang jelas dengan
pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi mungkin karena pelaksanaan
kebijakan selalu mengalami perubahan, terutama dalam konteks
Kebijakan Publik, terutama ketika proses implementasi bersifat dinamis

dan tidak berjalan secara linear.
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c. Pendekatan Prosedural dan Managerial
Pendekatan struktural-prosedural dianggap memiliki relevansi dengan
pelaksanaan kebijakan publik, meskipun tidak sebegitu pentingnya
seperti usaha untuk mengembangkan proses dan prosedur yang sesuai.
Ini melibatkan pengembangan tata kelola, serta penerapan berbagai
teknik dan metode yang relevan. Prosedur yang dimaksud termasuk
yang terkait dengan jadwal, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan publik.
d. Pendekatan Perilaku
Analisis perilaku (behavioral analysis) dalam berbagai isu manajemen
yang paling terkenal adalah yang sering kali dikenal oleh para ahli
organisasi sebagai "pengembangan organisasi" atau organizational
development. Pendekatan ini menyoroti proses menciptakan berbagai
perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi dengan menerapkan
prinsip-prinsip ilmu perilaku.
2.2. Faktor-Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan
Setiap jenis kebijakan sebenarnya memiliki potensi risiko untuk
tidak berhasil. Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan
kebijakan (policy failure) ke dalam dua kategori yaitu non implementation
(tidak terimplementasikan) dan unsuccesful implementation (implementasi
yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi berarti bahwa suatu kebijakan
tidak dijalankan sesuai rencana, mungkin karena kolaborasi dari pihak yang

terlibat tidak optimal, kinerja yang tidak efisien, keterlibatan yang kurang
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maksimal, atau pemahaman yang tidak sepenuhnya mendalam terhadap isu,
atau bahkan karena ada hambatan di luar kendali mereka yang menghambat
upaya mereka. Akibatnya, upaya implementasi yang efektif sulit terwujud.

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan
tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat
kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi
peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya),
kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampakatauhasil akhir
yang dikehendaki (Solichin., 1997).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa meskipun terdapat
kebijakan implementasi, yang mengubah konseptualisasi kebijakan menjadi
tindakan konkret, tidak otomatis menjamin kelancaran program tersebut.
Oleh karena itu, umumnya kebijakan implementasi terkait erat dengan
pemantauan atau monitoring kebijakan. Karena pelaksanaan kebijakan
sama kompleksnya dengan proses formulasi, maka perlu
mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh. Merilee Grindle
menyatakan bahwa kebijakan implementasi melibatkan kedua aspek, yaitu
proses politik dan administrasi.

2.3. Model Implementasi Kebijakan
a. Model Van Meter dan VVan Horn
Model pertama adalah model yang paling tradisional, dikembangkan
oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan

bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam pola linear dari



25

kebijakan publik, implementator, hingga hasil kebijakan publik.
Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi
kebijakan publik adalah variabel-variabel berikut:
1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2) Karakteristik agen pelaksana/implementator
3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4) Kecenderungan (disposition) pelakasana/ implementor
b. Model Mazmania dan
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa
implementasi adalah usaha untuk menjalankan keputusan kebijakan
Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis
Implementasi (a framework for implementation analysis).
Mazmanian-Sabatier mengklarifikasikan proses implementasi
kebijakan ke dalam 3 variabel, yaitu:
1) Variabel Independen
Mudah-tidaknya lancarnya pengendalian permasalahan terkait
dengan indikator permasalahan, teori dan aspek teknis pelaksanaan,
variasi dalam objek, dan jenis perubahan yang diinginkan.
2) Variabel Intervening
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk mengatur proses
pelaksanaan dengan jelas dan tujuan yang konsisten, memanfaatkan
teori kausalitas, mengalokasikan dana secara tepat, menjalin hierarki

yang terpadu di antara lembaga pelaksana, menetapkan peraturan
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pelaksanaan dari lembaga tersebut, dan merekrut pejabat pelaksana
yang bersedia berinteraksi dengan pihak eksternal. Selain itu,
variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi juga
termasuk indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan
masyarakat, pandangan dan sumber daya dari para pemangku
kepentingan, dukungan dari pejabat yang lebih senior, serta
komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen
Merupakan rangkaian langkah dalam implementasi kebijakan publik
yang terdiri dari lima tahapan: Pertama, pemahaman oleh lembaga
atau badan pelaksana yang diwujudkan dalam penyusunan
kebijakan pelaksana. Kedua, pemantauan dan penilaian terhadap
objek yang terlibat. Ketiga, pencapaian hasil yang konkret.
Keempat, penerimaan terhadap hasil yang telah dicapai. Terakhir,
tahap kelima yang melibatkan penyusunan ulang kebijakan, baik
sebagian maupun seluruhnya, yang mungkin diperlukan karena
perubahan mendasar.

Model Charles Jones
Berbeda dengan pendekatan Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones

berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu tindakan yang

bertujuan untuk menjalankan program dengan mempertimbangkan tiga

kegiatan utama, yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan

kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar
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program berjalan, (2) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan, dan (3) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Model Edward I11

George Edward 111 menegaskan bahwa masalah utama administrasi
publik adalah kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan. Menurut
Edward, tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan para pembuat
kebijakan tidak akan berhasil. Edward merekomendasikan agar empat
Isu utama diperhatikan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan
kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta
struktur birokratis.

Komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakana
dikomunikasikan kepada organisasi/publik dan sikap serta tanggapan
dari pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan
sumber daya pedukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini
berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk
melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan
kesediaan dari para implementor untuk melakukan kebijakan publik
tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan
dengan kesesuaian organisasi yang menjasi penyelenggara implementasi

kebijakan publik. Tentangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi
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bureaucratic fragmentation, karena ini menjadikan proses implementasi
menjadi jauh dari efektif (Mukrimaa et al., 2016).
3. Teori Administrasi Kependudukan

berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate yang memiliki arti
"mengelola.” Administrasi merujuk kepada aktivitas yang terkait dengan
pengaturan pemerintahan. Secara umum, administrasi adalah proses yang
dilakukan oleh sekelompok individu melalui langkah-langkah terstruktur
dan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan
menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan dalam pelaksanaannya. Administrasi memiliki berbagai fungsi,
termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dalam
pengertian yang lebih sempit, administrasi mencakup kegiatan seperti
pencatatan, korespondensi, pembukuan sederhana, pengetikan, dan unsur-
unsur administratif lainnya.

Sementara itu Kependudukan adalah aspek-aspek yang
berhubungan dengan susunan, struktur, jenis kelamin, jumlah, umur,
perkawinan, kehamilan, kematian, dan lain-lain hingga berkaitan dengan
daya tahan yang berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
politik. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk adalah individu yang
merupakan warga negara serta orang asing yang tinggal di suatu negara
tersebut.

Administrasi  Kependudukan adalah  serangkaian kegiatan

pengaturan dan penghasilan berbagai dokumen dan informasi yang
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berhubungan dengan kependudukan melalaui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan data administrasi kependudukan, serta

pemanfaatan yang dihasilkan untuk kepentingan pelayanan kepada

masyarakat dan kemajuan sektor-sektor lainnya.

Administrasi Kependudukan memiliki tujuan sebagai berikut :

a.

Memberikan layanan publik yang profesional di dalam ranah
administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi terhadap hak
asasi setiap individu.

Meningkatkan pemahaman penduduk akan tanggung jawab mereka
dalam ikut serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
Memastikan pengumpulan data statistik yang mencakup peristiwa-
peristiwa terkait kependudukan dan peristiwa signifikan di tingkat
nasional;

Memberikan dukungan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan
pembangunan pada tingkat nasional, regional, dan lokal;

Mendukung perkembangan sistem administrasi kependudukan. Sistem

informasi administrasi kependudukan dimaksud sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan administrasi kependudukan pada tingkat nasional
terjamin;

Implementasi administrasi kependudukan yang bersifat umum,
permanen, wajib, dan berkelanjutan;

Hak-hak penduduk dalam administrasi kependudukan terpenuhi

melalui layanan yang berprofesional;
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d. Data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil tersedia secara nasional pada berbagai tingkat secara akurat,
lengkap, mutakhir, dan mudah di akses, yang nantinya dapat digunakan
sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan pembangunan secara
keseluruhan.

4. Kartu ldentitas Anak
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program pemerintah yang
bertujuan memberikan identifikasi kependudukan kepada anak-anak, untuk
mendorong perbaikan dalam pengumpulan data, perlindungan, serta
penyediaan layanan measyarakat guna mengakui hak-hak terbaik yang
diperoleh anak-anak. Program KIA mulai di laksanakan di tahun 2016 dan

didukung oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2016

tentang Kartu Identitas Anak . KIA merupakan identitas resmi anak sebagai

bukti diri bahwa anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum manikah
dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program dari Kementrian Dalam

Negeri yang diturunkan kepada Dinas terkait di Kabupaten/Kota.

Adapun Tujuan dan Manfaat dari kartu Kartu Identitas Anak ialah

Setiap peraturan yang di terbitkan pasti memiliki maksud dan tujuan

tertentu, menyatakan bahwa tujuan dari diterbitkannya KIA yaitu untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, dan upaya

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
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Adapun manfaat KIA Memberikan identitas resmi atau bukti

keberadaan yang valid bagi individu anak yang berusia di bawah 17 tahun.

Selain itu, juga berfungsi sebagai dokumen yang diperlukan untuk

mendaftar di sekolah, menjadi dasar untuk membuat Kartu Tanda Penduduk

(KTP) di kemudian hari, membuka rekening di lembaga perbankan, proses

pembuatan paspor, dan keperluan lainnya.

Berikut untuk lebih jelasnya mengena persyaratan dalam penerbitan

Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut:

1.

2,

Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Formulir permohonan

Fotocopy Akta Kelahiran

Pas Foto Ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar

Pada pasal 13 Pemendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu

Identitas Anak, tertulis tata cara pembuatan KIA sebagai berikut:

1.

Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA
dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas
atau kecematan atau desa/kelurahan.

Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara
jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat
hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan

kepemilikan KIA dapat maksimal.
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Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) juga
memerlukan peran serta tanggapan positif dari orang tua. Hal ini sangat
penting karena dalam proses pengurusan KIA, masih diperlukan KTP orang
tua. Selain itu, mengingat KIA untuk usia 0-5 tahun tidak memuat gambar,
juga mensyaratkan adanya foto. Namun, setelah anak mencapai usia di atas
5 tahun, maka anak tersebut wajib mengurus Kartu ldentitas Anak yang
baru, sesuai dengan kelompok usia yang telah ditetapkan.

C. Kerangka Pikir
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi Edward 11
Karena model ini cocok dengan fokus dari peneliti dengan judul “Implementasi
Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak
(KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bulukumba

Rz

Komunikasi

Sumber Daya

Disposisi

A wnp e

Struktur Birokrasi

7

Hasil Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba
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D. Fokus Penelitian
Berdasarkan pada gambar dalam kerangka pikir yang telah diuraikan,
maka fokus utama penelitian ini adalah : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3)
disposisi (4) struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas
Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulukumba.
E. Deskripsi Fokus
Deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Komunikasi
Komunikasi adalah kegiatan dalam bentuk sosialisasi kepada organisasi atau
masyarakat, Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan kartu Idenitas
Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutaen Bulukumba.
a. Proses Sosialisasi yang dilakukan terkait Kebijakan Kartu Identitas
Anak.
b. Kejelasan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait
Kebijakan Kartu Identitas Anak.
c. Koordinasi antar aktor pelaksana yang dilakukan terkait Kebijakan
Kartu Identitas Anak.
2. Sumber Daya
Sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya pendukung, terutama
fokus pada sumber daya manusia. Ini terkait dengan kemampuan para

pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif
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untuk melaksanakan kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
a. Sumberdaya manusia yaitu aparat pemerintah yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan program Kartu Identitas Anak.
b. Sumberdaya anggaran yang digunakan oleh dinas dalam pelaksanaan
program Kartu Identitas Anak.
c. Sumberdaya fasilitas yang digunakan untuk oprasionalisasi untuk
memudahkan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak.
3. Disposisi
Disposisi adalah sikap yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah dan
masyarakat yang terkait pelaksanaan program Kebijakan Kartu Identitas
Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
a. Dukungan pelaksana, yang diberikan untuk kelangsungan Kebijakan
Kartu Identitas Anak.
b. Antusias pelaksana, yang mempengaruhi keefktifan pelaksana
Kebijakan Kartu Identitas Anak.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi adalah struktur organisasi, bagan, pembagian kerja yang
bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
a. Pimpinan Tinggi Pratama yang bertugas mengkoordinasikan dan

mengawasi program Kebijakan Kartu Identitas Anak.



35

b. Jabatan Administrasi yang bertugas menjalankan program
Kebijakan Kartu ldentitas Anak.

c. Jabatan Fungsional yang bertugas memberikan pelayanan .



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai bulan April.
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian
didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah pembuatan Kartu

Identitas Anak (KIA).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata
atau lisan orang-orang yang dapat penulis amati dan dijadikan sebagai
narasumber dalam penelitian ini. untuk menggambarkan secara deskriptif
bagaimana “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Bulukumba.

Tipe penelitian ini menggunakan studi kasus, Merupakan rangkaian
tindakan ilmiah yang dijalankan secara mendalam, terperinci, dan intensif
terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada skala individu,
kelompok manusia, lembaga, atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang

bersangkutan.
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C. Sumber Data

1. Data Primer
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Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan atau responden di
lapangan yang diperoleh melalui wawancara atau observasi dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data
tersebut adalah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak.

. Data Sekunder

Menurut (Iskandar, 2008) “data sekunder adalah data yang diperoleh melalui
pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumen berupa
penelaahnya terdapat dokumen pribadi, resmi kelembangaan, referensi-
referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relefansi dengan
fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh
dari informasi yang didapat dari orang lain atau tidak langsung, seperti

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan masalah penelitian.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan

informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti di anggap memahami

bagaimana kondisi keseluruhan. Untuk lebih jelasnya informan dalam penelitian

ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan

No

Subjek Penelitian

Jumlah

Sekretaris Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

1 Orang
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2 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 1 Orang
Penduduk

3 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 1 Orang
Administrasi Kependudukan

4. | Kepala Bidang Pemanfaatan data dan 1 Orang
inovasi Pelayanan

5. | Masyarakat 3 Orang

Jumlah 7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian

ini yaitu :

1. Observasi

Pengamatan (Observation) merupakan proses mengumpulkan data dalam

penelitian dengan secara langsung dengan mengamati objek terhadap

gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian mengenai Implementasi

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya

jawab kepada informan dengan bertemu langsung dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian sehinggah dapat dijadikan sebagai

landasan/acuan dalam tahap berikutnya.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah Teknik Pengumpulan data dengan mengambil
dokumentasi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan sebagai informasi
yang berasal dari sumber lain yang terkait dengan Implementasi Kebijakan
Kartu ldentitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah dimana data informasi yang telah terkumpul
diproses dan dimanfaatkan dengan tujuan mengambil kesimpulan terhadap
pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model analisa interakif. Ada 3 teknik analisis yang
dilakukan oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2013) adapun penjelasannya
sebagai berikut :
1. Reduksi Data (data reduction)
Mereduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan inti, dan penekanan pada
hal-hal penting, serta identifikasi tema dan pola. Oleh karena itu, hasil
reduksi data memberikan gambaran yang lebih terang, memudahkan
peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya, dan memfasilitasi pencarian
data jika perlu. Proses reduksi data dapat didukung oleh alat elektronik

seperti komputer mini, dengan penerapan kode pada aspek-aspek khusus.
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2. Penyajian Data (data display)

Dengan menghadirkan data tersebut, informasi akan terstruktur dan
tersusun dalam pola keterhubungan, sehingga menjadi lebih mudah
dipahami.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification)
Kesimpulan pendahuluan yang diajukan masih provisional dan akan
mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya
dalam fase pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang
dihasilkan pada awalnya didukung oleh bukti-bukti yang sah dan konsisten
saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka

kesimpulan tersebut menjadi lebih meyakinkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang secara efektif
menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan ringkasan yang ada.
Ketika peneliti menggunakan pengumpulan data dengan triangulasi, maka
sebenarnya mengumpulkan data yang juga menunjukkan kredibilitas data, yaitu
dengan mengevaluasi kredibilitas data menggunakan berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi
pengumpulan data, dan triangulasi waktu sebagaimana yang dijelaskan dalam
buku (Sugiyono, 2013) yaitu sebagai berikut :
1. Triangulasi Sumber

Triangulasi data menggabungkan sumber informasi yang berbeda dengan

teknik standar untuk mendapatkan data.
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2. Triangulasi Teknik
Berarti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-
beda untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang sarna. Peneliti
menggunakan metode observasi partisifatif, wawancara yang mendalam,
dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sarnak secara serempak.
3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering memengaruhi kredbilitas data. Data yang dikumpulkan
melalui wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar dan
belum terlalu terpengaruh oleh masalah sepanjang hari, memiliki potensi
untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan akibatnya menjadi lebih

dapat dipercaya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di wilayah yang mencakup empat
dimensi berbeda, termasuk dataran tinggi di sekitar Gunung Bawakaraeng-
Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten ini terletak
di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal karena industri
perahu pinisi yang menjadi sumber ekonomi utama bagi penduduk dan
masyarakat setempat. Kabupaten Bulukumba memiliki luas sekitar 1.170,10
kmz, dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05°20° - 05°40° LS dan
119°58" - 120°28" BT dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai
b. Sebelah Timur berbatasan Pulau Selayar
c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores
d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaen

Gambar 4.1 Peta Letak Geografis Kabupaten Bulukumba

KABUPATEN BULUKUMBA l =
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Kabupaten ini terdiri dari 10 kecematan dan terbagi menjadi 27
kelurahan serta 109 desa. Dari segi luasnya, kecematan Gantarang dan
Bulukumpa merupakan dua kecematan terluas, masing-masing seluas
173,51 km? dan 171,33 km?, sekitar 30% dari luas kabupaten. Sementara itu
kecematan lainnya memiliki luas yang lebih kecil dengan kecematan
terkecil adalah Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan
luas 14,44 km? atau hanya sekitar 1% dari luas total. Dibawah ini adalah
informasi terkait luas wilayah per kecematan di Kabupaten Bulukumba:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per-Kecematan di Kabupaten Bulukumba

Kecematan | Luas Presentase Luas Jumlah
(km2) Kecematan terhadap Desa/Kelurahan
Luas Kabupaten
Gantarang i35 502 21
Ujungbulu 14,44 2 9
Ujungloe 144,31 12,50 13
Bontobahari | 108,60 9,40 8
Bontotiro 78,34 6,78 13
Herlang 68,79 5,96 8
Kajang 129,06 11,18 19
Bulukumpa | 171,33 14,84 17
Rilau Ale 117,53 10,18 15
Kindang 148,76 12,88 13
Jumlah | 1.154,67 100,00 136
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2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi

pemerintah yang bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan

informasi mengenai penduduk. Dalam (Medika, n.d.) Menjelaskan bahwa

Lembaga pemerintah ini memiliki tanggung jawab dan peran sebagai

berikut:

a. Melaksanakan tugas administratif

b. Menyusun program kerja tahunan, menengah, dan jangka panjang

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan
pencatatan sipil

d. Menyelenggarkan tugas terkait kependudukan dan pencatatan sipil,
termasuk perizinan dan pelayanan umum, serta memberikan bimbingan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang
tersebut

e. Menyediakan pelayanan informasi terkait kependudukan dan pencatatan
sipil

f.  Mengurus dan mengelola dan kependudukan serta pencatatan sipil di
tingkat kota

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
lainnya dalam ranah kependudukan dan pencatatan sipil.

h. Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan fungsi dan tugasnya.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
saat ini menunjukkan Kkinerja unggul sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil menciptakan banyak inovasi. Upaya
ini bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada
warga Bulukumba. Salah satu Inovasi yang patut dicontoh adalah Lorong
Jelita, yang merupakan program inovatif “Jemput Bola” dengan
menjangkau warga dari lorong ke lorong.

Berdasarkan program yang diusul oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang terpilih untuk
melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil telah merumuskan visi:

“Terwujudnya Pelayanan prima di bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang berbasis Teknologi”.

Dari visi tersebut, kemudian dijabarkan menjadi dua Misi yaitu:

a. Peningkatan mutu layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan unggul.

b. Penguatan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal dan efisien.

3. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
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Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

pokok membantu bupati dalam mengatur pelaksanaan di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mengkoordinasikan penyusunan strategi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Mengkoordinasikan  perumusan kebijakan untuk mencapai
sinkronisasi dan intregritas kebijakan pemerintah dalam fungsi dan
tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menyelenggarakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Melaksanakan pengendalian, penempatan, dan pembinaan
kepegawaian lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menyelenggarakan Menyelenggarakan urusan umum Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah lingkup Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
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8) Mengonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya
keselarasan program dan kegiatan antartingkat pemerintahan dalam
lingkup kerja dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

9) Mendistribusikan tugas dan menberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan

10) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas
bawahan

11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas
Mempunyai  tugas  pokok  membantu  kepala  dinas

mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
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3) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan
kegiatan kesekretariatan

5) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada
bawahan

6) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas
bawahan

7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Subbagian Program
Sub bagian program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian, memiliki tugas utama membantu Sekretaris dalam

penyusunan program, kegiatan, serta petunjuk teknis, serta pemantauan

dan evaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut adalah rincian tugas

jabatan Sub Bagian Program:

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijdaikan
acuan kerja

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas

4) Menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya

6) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program, kegiatan dan anggaran

7) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas

8) Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan
kinerja Dinas

9) Menyiapkan bahan serta melakukan pemantauan dan evaluasi
Kinerja

10) Menghimpun bahan dan mengoordinasikan bahan penyusunan
dokumen proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas

12) Menilai kinerja.  ASN  sesuali ketentuan  peraturan

perundangundangan
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13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan kebijakan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan,

administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan
rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

Berikut adalah rincian tugas jabatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian:

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
untuk dijadikan acuan kerja

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan

3) Memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas

4) Menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau

menandatangani naskah dinas
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5) Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Subbagian Umum dan Kepegawaian

6) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas

7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan
dan penghapusan barang

8) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang

9) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris

10) Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan
rumah tangga Dinas

11) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi

12) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas,
upacara, kehumasan dan keprotokolan Dinas

13) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai

14) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai

15) Menyiapkan bahan perumusan analisis jabatan dan evaluasi jabatan

pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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16) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian

17) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
di lingkungan Dinas

18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai

19) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian

20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya

Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan

administrasi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah rincian tugas

jabatan Subbagian Keuangan:

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan
acuan kerja

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas

4) Menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau

menandatangani naskah dinas
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5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya

6) Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Subbagian Keuangan

7) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana
kebutuhan gaji pegawai

8) Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi
keuangan Dinas

9) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan
keuangan Dinas

10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan

11) Menyusun realisasi perhitungan anggaran

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan

13) Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan
penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan

14) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya

15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas

16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan

sebagai bahan perumusan kebijakan.
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Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan

program, kegiatan penyelenggaraan pelayanan, memantau dan

mengevaluasi  penyelenggaraan bidang pelayanan pendaftaran

penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk

2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk

4) Pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pencatatan Sipil dipimpin seorang kepala bidang

mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam

mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan

pelayanan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pencatatan
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Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggrakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan
sipil
4) Pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.
Bidang Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu
kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,
penyelenggaraan  pelayanan, memantau, dan  mengevaluasi
penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang
menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan
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Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan

Pelaksanaan  administrasi  Bidang  Pengelolaan  Informasi
Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin seorang

kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam

mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan penyelenggaraan

pelayanan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Bidang

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan
inovasi pelayanan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan
inovasi pelayanan;

Pelaksanaan administrasi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan
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5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

sesuai bidang tugasnya.

J.  Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk

sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan

kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan

fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan

sistem kerja.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bulukumba Sebagai Berikut :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi
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5. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba sebanyak 88 orang termasuk pegawai yang
ditugaskan untuk melakukan pelayanan di Kecematan, Berikut jumlah
pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba Jenjang Pendidikan

No Pendidikan Jumlah
1. Sl 48 Orang
2. D1 3 Orang
3. D3 1 Orang
4, SMA/Sederajat 12 Orang
Jumlah 64 Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bulukumba.2024

Berdasarkan dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
berdasarkan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 12 Orang, Pendidikan S1
sebanyak 48 Orang, pendidikan D1 sebanyak 3 orang, pendidikan D3
sebanyak 1 Orang, ASN sebanyak 24 Orang termasuk pegawai yang
bertugas melakukan pelayanan disetiap Kecematan sebanyak 20 orang yang
dimana masing-masing kecematan 2 orang.
6. Kartu ldentitas Anak di Kabupaten Bulukumba

Kartu Identitas Anak menjadi simbol identitas bagi anak yang berusia
kurang dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

(KIA). Kartu identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri
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anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Adapun masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak
kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam Kartu
tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru, sedangkan
masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah
sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu
identitasnya digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jika ditinjau dari proyeksi pembuatan kartu identitas anak menurut
kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah KIA di Kabupaten Bulukumba

No
Jumlah B
Kecematan | Penduduk S %
0-17 Tahun
Memiliki Belum
Memiliki

1. | Gantarang 23.624 11.546 12.078 48,87
2. | Ujung Bulu 14.913 6.999 7.914 46,93
3. | Bonto 8.071 4.088 3.983 50,65

Bahari
4. | Bonto Tiro 7.149 2.919 4.230 40,83
5. | Herlang 7.528 3.194 4.334 42,43
6. | Kajang 14.189 4.608 9.581 32,48
7. | Bulukumpa 13.924 8.427 5.497 60,52
8. | Kindang 8.963 4.382 4.581 48,89
9. | Ujungloe 13.862 5.580 8.282 40,25
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10. | Rilauale 11.446 4.458 6.988 38,95
Jumlah 123.669 56.201 67.468 45,44
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2023

B. Hasil Penelitian

Kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk meningkatkan proses
pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
Pemerintah menerbitkan program Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai
bagian dari tanggung jawabnya untuk memberika identitas kependudukan
kepada  seluruh  penduduknya secara  nasional, dengan tujuan
mendorongpeningkatan dalam pendataan penduduk dan memberikan hak-hak
yang seharusnya dimiliki oleh anak melalui berbagai fasilitas yang tersedia
dengan memiliki KIA.

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Edward
dalam (Winarno, 2014:179) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Baegitupun dengan kebijakan
Kartu Idenntitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba.

1. Komunikasi
Kegaiatan yang dilaksanakan diperlukan koordinasi dan kerjasama agar
kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi menjadi kunci utama
dalam memastikan koordinasi yang efektif, tujuannya adalah menghindari

miss communication baik di antara pelaksana kegiatan maupun masyarakat
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yang menjadi sasarannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba memiliki tanggung jawab penuh sebagai
penyelenggara kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten
Bulukumba, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan teknis.

a. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah penyampaian informasi antar pembuat
kebijakan dan pelaksana mengenai adanya Kartu Identitas Anak agar apa
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan  hasil ~wawancara dengan  Sekretaris  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan
bahwa:

“Proses sosialisasi yang kita lakukan dengan cara sosialisasi ke

sekolah-sekolah, kita juga menggunakan sosial media dengan

membuat konten youtube untuk menyampaikan konten yang berisi
penjelasan terkait kartu identitas anak dan persayaratan pembuatan
kartu identitas anak, kami berharap video tersebut dapat diakses oleh
seluruh masyarakat kabupaten bulukumba terutama yang memiliki

anak dibawa usia 17 tahun” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya yang cukup beragam
dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA). Salah satu
komunikasi yang digunakan adalah dengan mendatangi sekolah-sekolah
untuk mensosialisasikan tentang Kartu Identitas Anak. sosialisasi juga

dilakukan melalui media sosial, link dapat diakses pada link

https://www.youtube.com/watch?v=A7TVtrhLuwU. Dengan harapan agar

informasi melalui media sosial tersebut dapat diakses oleh seluruh
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masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, langkah-langkah
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam mendapatkan KIA untuk anak-anak mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Proses penyampaian informasi Kartu Identitas Anak kita lakukan

dengan cara mensosialisasikan kartu identitas anak ke sekolah-

sekolah, dimana informasi tersebut kemudian disampaikan kepada
para guru untuk menyampaikan kepada siswa dan orangtua mereka”

(Wawancara tanggal 20 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan proses penyampaian informasi
menganai Kartu ldentitas Anak dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-
sekolah. Informasi tersebut disampaikan kepada guru, yang kemudian
bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada siswa dan orangtua
mereka. Dengan demikian, sekolah menjadi salah satu saluran utama untuk
menyebarkan informasi tentang program Kartu Identitas Anak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Sudah diinformasikan ke masyarakat bahwa ada Kartu Identitas

Anak,dan sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah , kita juga

melibatkan forum anak panritalopo yang sangat membantu dengan

memsosialisasikan kartu identitas anak sampai ke pelosok-plosok”

(Wawancara tanggal 21 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas dilihat bahwa proses sosialisasi kartu

identitas anak melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan
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forum anak panritalopi. Selain memberikan informasi ke sekolah-sekolah
terjadwal, kolaborasi dengan forum anak panritalopi juga terbukti sangat
bermanfaat dalam menyebarkan informasi terkait kartu idenitas anak
hingga ke plosok-plosok.

Hasil wawancara dengan salah satu orangtua anak mengatakan
bahwa:

“Iya, anak-anak telah diinformasikan oleh gurunya bahwa ada Kartu

Identitas Anak, jadi semua siswa disuruh membawa akta kelahiran,

kk, dan ktp orangtua” (Wawancara tanggal 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa orangtua anak
mendapatkan informasi mengenai dengan persyaratan kartu identitas anak
yang harus dibawa ke sekolah.

Hasil wawancara dengan salah satu orangtua Anak yang tidak
memiliki kartu KIA mengatakan bahwa:

“Untuk informasi langsung dari capilnya sejauh ini belum ada, tetapi

kalau dari sekolah, tetangga yang sudah mengurus, dia menyampaikan

ke orang lain” (Wawancara tanggal 23 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa orangtua anak dalam
komunikasi dan sosialisasi tidak didapatkan langsung dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, melainkan
informasi yang didapatkan melalui mulut ke mulut orangtua siswa yang
telah mengurus Kartu Identitas Anak.

Hasil wawancara dengan salah satu orangtua anak yang tidal memiliki

KIA mengatakan bahwa:
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“Sebenarnya saya ingin sekali mengurus kartu identitas anak, tetapi
sampai saat ini belum ada waktu mengurus, serta prosedur dan syarat-
syarat saya belum tahu”(Wawancara tanggal 24 Februari 2024).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan orangtua anak yang
belum memiliki Kartu Identitas Anak bahwa prosedur dan syarat-syarat
mengurus kartu identitas anak belum dipahami dengan jelas.
. Koordinasi Antar aktor pelaksana

Koordinasi antar aktor pelaksana dalam konteks implementasi
kebijakan Kartu Identitas Anak mencakup upaya untuk memastikan bahwa
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik internal
maupun eksternal, bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan  hasil wawancara dengn  Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan
bahwa:

“Untuk program ini kita semua bergerak, jadi untuk mengurus kartu

identitas anak kita kerjasama dengan kecemata, sudah ada operator

di kecematan jadi lebih mudah untuk mengurus kartu identitas anak”

(Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas bahwa implementasi kebijakan Kartu
Identitas Anak melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang
terkait, termasuk kecematan dan operator di tingkat kecematan, kerjasama
ini memainkan peran krusial dalam mempermudah proses pengurusan
Kartu Identitas Anak. Dengan adanya operator yang telah ditunjuk di

setiap kecamatan, proses administratif dan teknis menjadi lebih mudah dan

efisien.
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan
data dan Inovasi Pelayanan mengatakan bahwa:

“Kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah mengajarkan guru

untuk pengambilan data persyaratan pembuatan kartu identitas anak.

Kami juga melibatkan forum anak, yaitu forum anak panritalopi

untuk mensosialisaikan KIA”(Wawancara tanggal 19 Februari

2H(?alzs?I)\./vawancara di atas dilihat bahwa kerjasama yang terjalin antara
pihak penyelenggara Program Kartu Identitas Anak dengan sekolah-
sekolah dan forum anak. Kerjasama dengan sekolah-sekolah melibatkan
pelatihan guru-guru untuk melakukan pengambilan data persyaratan yang
diperlukan untuk pembuatan Kartu ldentitas Anak. Hal ini menunjukkan
upaya untuk mengintegrasikan proses administrasi pembuatan Kartu
Identitas Anak ke dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, kerjasama
dengan forum anak, seperti forum anak panritalopi, juga dilakukan untuk
mensosialisasikan Program Kartu Identitas Anak kepada masyarakat.

Berikut ini adalah dokumentasi forum anak panritalopi sosialisasi KIA.

Gambar 4.3 Forum Anak Panritalopi

e

Melibatkan forum anak memungkinkan informasi tentang program

ini disampaikan secara lebih luas dan memperoleh dukungan dari berbagai



66

pihak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program tersebut.

Selajutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Informasi yang disampaikan cukup jelas, kita sampaikan kepada

guru tiap-tiap sekolah yang telah kami jadwalkan untuk

pengumpulan data dan persyaratan yang diperlukan. Setelah proses
persyaratan terkumpul kemudian di drop kembali ke sekolah untuk

dibagikan ke siswa” (Wawancara tanggal 20 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas bahwa informasi yang disampaikan cukup
jelas, pemberian informasi kepada guru di setiap sekolah yang telah
dijadwalkan terkait dengan pengumpulan data dan persyaratan yang
dibutuhkan. Setelah persyaratan terkumpul, dilakukan pencetakan secara
kolektif, dan kemudian hasil cetak tersebut akan dikirim kembali ke

sekolah untuk dibagikan kepada siswa. Berikut ini adalah dokumentasi

proses pemberian kartu identitas anak di sekolah.

Gambar. 4.4 Persyaratan KIA
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2. Sumber Daya
Dalam pelaksanaan suatu implementasi sangat membutuhkan kualitas
Sumber Daya yang memadai baik. Syarat utama yang sangat penting bagi
keberhasilan suatu program adalah memiliki pelaksana dengan kualitas yang
baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
sudah memiliki pegawai yang bekerja rata-rata sudah ahli dalam bidangnya
masing-masing. Agar suatu program dapat diimplementasikan dengan baik,
maka perlu adanya dukungan dari beberapa aspek yang menunjang suatu
program agar dapat terlaksana dengan baik, yaitu sumberdaya
manusia,sumberdaya anggaran, dan sumberdaya fasilitas.
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana
kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sumber
daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.
Berikut sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program
Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4.4 Implementor

No Pendidikan Jumlah
1. Eselon Il 1 Orang
2. Eselon |11 4 Orang
3. Eselon IV 13 Orang
4, Fungsional Pelaksana 2 Orang
Jumlah 20 Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Tabel di atas menunjukkan telah disiapkan implementor yang sesuai
dengan bidang masing-masing dalam melakasanakan program Kartu

Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan
bahwa:

“Sumber daya yang kita miliki, untuk sumberdaya manusia telah

kami siapkan orang-orang berkompeten yang ahli dibidang tertentu,

yang telah melakukan melakukan pelatihan sebelumnya, kita juga
melakukan layanan jemput bola dari lorong ke lorong yang disebut

lorong jelita” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas maka dikatahui pihak terlibat telah
mempersiapkan sumber daya dengan baik. Sumber daya manusia yang
dipersiapkan adalah orang-orang yang kompoten dan ahli dibidangnya,
yang telah menjalani pelatihan sebelumnya untuk meningkatkan
kualifikasi mereka. Layanan jemput bola yang disebut “lorong jelita” juga
telah diterapkan yang merupakan upaya untuk mencakup area yang
mungkin sulit dijangkau agar mendapatkan Kartu Identitas Anak sebagai

bentuk hak anak. Fasilitas yang digunakan juga sudah memadai.

Gambar 4.5 Layanan Jemput Bola

Kembali TIM Dinas Dukcapil Bulukumba menyerahkan KIA (Kartu
Identitas Anak) pada acara sunatan dimana pengajuan kepemilikan
KlA bisa di lakukan secara mandiri oleh setiap orang tua

LORONG JELITA... Layanan Jemput Bola Identitas Anak dari LORONG ke
Lorong

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:
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“Untuk tenaga pegawai dalam pelaksanaan program ini semua

pegawai terlibat karena ini program nasional, kami juga telah

menerapkan website “harapan baru” yang hanya dapat diakses oleh
kalangan capil, operator kecematan, kelurahan dan desa” agar dapat
memudahkan masyarakat untuk mengurus Kartu identitas Anak”

(Wawancara tanggal 20 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas telah dilakukan persiapan sumberdaya
manusia dengan menyediakan orang-orang yang memiliki kompetensi
yang sesuai. Selain itu, penerapan website “harapan baru” yang hanya
dapat diakses oleh kelangan capil,operator kecematan,kelurahan, dan desa

menunjukkan upaya untuk memperluas akses informasi kepada pihak

terkait yang memiliki keterlibatan langsung langsung dalam implementasi
kebijakan.

Gambar 4.6 Website Harapan Baru

@ HARAPAN BARU
BUKCAPIL

Hasil wawancara dengan orangtua anak yang telah mengurus Kartu
Identitas Anak, mengatakan bahwa:

“Para petugas pelayanan cukup memuaskan dari segi pelayanan, dan

mudah dalam kepengurusan untuk mengurus kartu identitas anak ini

tidak dipungut biaya” (Wawancara tanggal 23 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunnjukkan bahwa para petugas

pelayanan dinilai cukup memuaskan dalam memberikan layanan kepada

masyarakat. Mereka dianggap mudah dalam proses pengurusan Kartu
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Identitas Anak, dan tidak dikenakan biaya. Hal ini menunjukkan adanya
upaya dari pemerintah atau instansi terkait untuk mempermudah akses
masyarakat dalam memperoleh Kartu Identitas Anak tanpa menimbulkan
beban biaya yang tidak perlu.
. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan suatu program, diperlukan bantuan atau
dukungan anggaran dari pemerintah pusat atau pihak bertanggung jawab
atau pihak penyelenggara. Hal ini dimaksud sumber daya anggaran yang
digunakan oleh dinas dalam implementasi kebijakan Kartu identitas Anak.

Sumber daya anggaran sangat penting dalam mendukung
berjalannya program Kartu Identitas Anak di Kabupaten bulukumba agar
berjalan dengan efektif. Berikut jumlah anggaran yang digunakan pada
pelaksanaan program kartu identitas anak:

Tabel 4.5 Anggaran Yang digunakan Kartu Identitas Anak

No Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien | Harga (Rp)
1. | Dana alokasi umum 36.000.000
Blanko | 6000 Keping | 6000 | 36.000.000
2. | Dana alokasi umum 16.674.000
Ribbon KIA | 10Buah | 1.667.400 | 16.674.000
Jumlah 52.674.000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba 2023

Tabel di atas menunjukkan rincian anggaran yang digunakan untuk
Kartu Identitas Anak, dana alokasi umum sebesar 36.000.000 digunakan
untuk pembelian blanko sebanyak 6000 keping. Perhitungan dilakukan
dengan mengalihkan jumlah binko herga perkepingnnya. Total biaya

blanko mencapai 36.000.000, selain itu terdapat penggunaan dana alokasi
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umum sebesar 16.647.000 untuk membeli 10 ribbon Kartu ldentitas Anak.
Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan jumlah ribbon dengan harga
per unitnya. Jumlah biaya ribbon mencapai 16.674.000. Jumlah total
anggaran yang digunakan untuk Kartu Identitas Anak adalah 52. 674.000

yang terdiri dari pengeluaran untuk blanko dan ribbon.

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan
bahwa:

“Untuk sumber daya dana yang kami miliki alhamdulillah sudah

cukuplah, untuk pelaksanaan program kartu identitas anak seperti

dana untuk belanja Alat/Bahan untuk kegiatan program kartu

identitas anak” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas bahwa pihak yang telibat menyatakan
bahwa mereka memiliki sumber dana untuk melaksanakan program Kartu
Identitas Anak, dana itu cukup untuk membeli alat dan bahan yang
digunakan dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Dengan
memiliki dana yang mencukupi, diharapkan program dapat berjalan lancar
tanpa kendala keuangan yang berarti.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

“untuk sumber daya anggaran kita miliki itu dari pusat, kami telah

memastikan bahwa sudah mencukupi untuk keperluan program
kartu identitas anak” (Wawancara tanggal 20 Februari 2024).
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Hasil wawancara di atas sumber daya anggaran yang dimiliki berasal
dari pemerintah pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil
menyatakan bahwa mereka telah memastikan bahwa anggaran yang
diterima sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan
program Kartu Identitas Anak. Dengan demikian, keberadaan sumber daya
anggaran yang memadai dari pemerintah pusat diharapkan dapat
mendukung kelancaran dan kesuksesan program tersebut tanpa terkendala
oleh masalah keuangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengetakan bahwa:

“untuk sumber daya anggaran yang kita miliki untuk program kartu

identitas anak yah cukuplah, dan anggaran itu dari pusat”

(Wawancara tanggal 21 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas mengenai anggaran yang tersedia untuk
program Kartu lIdentitas Anak telah dianggap memadai. Sumber daya
anggaran tersebut diperoleh dari pusat, menunjukkan bahwa terdapat
dukungan finansial yang kuat dari pemerintah pusat untuk melaksanakan
program Kartu Identitas Anak.

c. Sumber Daya Fasilitas
Sumber daya fasilitas yang digunakan untuk oprasionalisasi untuk
memudahkan dalam memnerikan pelayanan Kartu Identitas Anak.
Fasilitas memadai merupakan hal yang mendukung dalam implementasi

suatu program untuk memastikan kelancarannya. Berikut fasilitas yang
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digunakan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten
Bulukumba.

Tabel 4.6 Fasilitas Pembuatan Kartu ldentitas Anak

No Fasilitas Jumlah/ltem
1. Ribbon 10 item

2. Print 1

3. Kamera 2

4, Blanko 6000 keping

Tabel di atas menunjukkan dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut,
proses pembuatan Kartu Identitas Anak dapat dilakukan dengan efisien
dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jumlah dan jenis fasilitas yang
mencukupi menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran program
Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan
bahwa:

“Sumber daya fasilitas yang kami miliki cukup memadai untuk

pelaksanaan program kartu identitas anak. Kami dilengkapi dengan

peralatan cetak dan perlengkapan yang diperlukan seperti alat
printalat cetak , dan balnko” (Wawancara tanggal 19 Februari

2024).

Senada dengan hasil wawancara Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

“kami telah menyediakan perlengkapan yang diperlukan termasuk

alat pemotretan, peralatan cetak dan blanko untuk mencetak

informasi Kartu Identitas Anak” (Wawancara tanggal 20 Februari
2024).
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Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sumber daya
fasilitas yang mereka miliki sudah cukup memadai unutk mendukung
pelaksana program Kartu Identitas Anak. Pada pelaksanaan program Kartu
Identitas anak dari segi fasilitas sudah dilengkapi, seperti alat print, alat
cetak, alat pemotretan, dan blanko. Dengan fasilitas yang memadai ini,
diharap proses pencetakan Kartu Identitas Anak dapat berjalan dengan
lancar dan efisien, sehinggah memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten
Bulukumba dapat memperoleh identitas reski dengan mudah dan cepat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“untuk sumber daya fasilitas yang kami miliki sudah memadai,

mulai dari alat cetak, print, alat pemotretan dan blanko yang

tersedia” (Wawancara tanggal 21 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia
dianggap memadai untuk mendukung pelaksanaan program Kartu
Identitas Anak.Tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan
proses pembuatan Kartu Identitas Anak berjalan dengan lancar dan efisien.

3. Disposisi
Disposisi dalam penelitian ini meliputi sikap atasan yang dilakukan
untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak,
seperti pengaturan birokrasi serta insentif sebagai upaya percepatan capaian
program kartu identitas anak, dan efek dari disposisi . Komitmen dapat dilihat

dari alasan-alasan yang mendorong implementor untuk melaksanakan
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implementasi, tujuan atau perubahan yang ingin dicapai dan perubahan yang
telah berhasil dicapai oleh implementor dalam implementasi kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba.

a. Dukungan Pelaksana

Dukungan dari pelaksana memiliki peranan penting dalam menjaga
kelanjutan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan
bahwa:

“Kami sebagai pelaksana program kartu identitas anak sangat

mendukung kegiatan ini, kami juga berkomitmen untuk

menjalankan program ini agar anak-anak khususnya di Kabupaten

Bulukumba ini semua dapat memiliki kartu identitas anak, karena

ini adalah program nasional sehinggah kami berusaha semaksimal

mungkin” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas maka terdapat dukungan kuat dan
komitmen yang tinggi dari pelaksana program Kartu Identitas Anak (KIA)
untuk menjalankan program tersebut. Mereka menegaskan dukungan
mereka terdapat program tersebut dengan tujuan utama memastikan bahwa
semua anak, terutama di Kabupaten Bulukumba memiliki kartu identitas
anak. Mereka menyadari pentingnya program ini sebagai bagian dari
program nasional, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk
melaksanakannya. Hal ni menujukkan bahwa pelaksana program memiliki
kesadaran dan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi positif dalam

memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan bahwa implementasi

kebijakan Kartu Identitas Anak berjalan dengan baik di tingkat lokal.
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

“Sikap pimpinan sangat merespon terlebih lagi dalam pencapaian

hasil, kalau kita melihat pencapaian kartu identitas anak tahun 2023

sudah mencapai 46% itu sudah cukup menggambarkan bagaimana

kerjasama kami dengan organisasi pemerintah maupun non

pemerintah” (Wawancara tanggal 20 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas maka sikap pimpinan memiliki dampak
yang signifikan dalam merespon dan mencapai hasil yang diinginkan.
Pencapaian Kartu Identitas Anak pada tahun 2023 sudah mencapai 46%
menunjukkan efektivitas kerjasama antara pihak terkait, baik dari
organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini mennunjukkan
bahwa pimpinan memberikan perhatian yang cukup terdapat implementasi
program tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Saya mendukung 100% pelaksanaan program kartu identitas anak

di Kabupaten Bulukumba agar meningkatkan perlindungan dan hak

anak” (Wawancara tanggal 21 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan dukungan terhadap
pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba.
Dukungan yang kuat dari berbagai pihak sangat penting untuk menjamin

keberhasilan program Kartu Identitas Anak dalam memberikan manfaat

yang maksimal bagi anak-anak di Kabupaten Bulukumba.
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b. Antusias Pelaksana

Selain dukungan, antusias dari pelaksana program juga berpengaruh
terhadap efektivitas pelaksana program Kartu Identitas Anak oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba. Untuk
mencapai keberhasilan dalam program ini, dibutuhkan antusias dan
komitmen yang tinggi. antusias tersebut berupa bagaimana semangat para
pelaksana dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan ~hasil ~wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan
bahwa:

“kami sangat antusias, karena ini program pemerintah jadi kita

turunan dari pemerintahan pusat dan sebagai pelaksana kami

menjalankan kebijakan ini sepanjang blangko ada dan masyarakat
ingin melakukan pembuatan kartu identitas anak kami akan

cetakkan” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas maka pihak pelaksana program Kartu
Identitas Anak (KIA) sangat antusias dalam menjalankan program tersbut.
Mereka merasa terhubung secara langsung dengan kebijakan pemerintah
pusat dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya di tingkat lokal.
Sikap ini mencerminkan komitmen mereka untuk mendukung dan
memnuhi kebutuhan masyarakat terkait Kartu Identitas Anak. Mereka
menyatakan kesiapan mereka untuk mencetak kartu identitas anak

sepanjang blangko tersedia. Semangat dan dedikasi pelaksana program

dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam
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rangka menjalankan program Kartu Identitas Anak sesuai dengan arahan
pemerintah pusat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

“Saya sangat antusias dan berharap semua anak di Kabuapten

Bulukumba bisa memiliki kartu identitas anak” (WWawancara tanggal

20 Februari 2024).

Senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

“Saya pribadi sangat antusias dengan program Kartu Identitas Anak

di Kabupaten Bulukumba. secara tidak langsung saya membantu

meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak

konstitusional anak” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan antusias yang tinggi terhadap
program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba. Dengan harapan
agar semua anak di kabupaten Bulukumba dapat memiliki Kartu Identitas
Anak (KIA). Selain itu, mereka sangat antusias terhadap program ini,
mereka percaya bahwa program ini akan membantu meningkatkan
pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional anak.

4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam
implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang

kompleks membutuhkan kerjasama antara semua pihak. Ketika birokrasi

yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan merugikan hasil
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yang diinginkan dengan mengakibatkan ketidakefektifan dan hambatan
dalam pelaksanaannya . Ada dua karakteristik kunci dalam birokrasi adalah
prosedur kerja dan ukuran dasar yang sering disebut sebagai Standar Prosedur
Oprasional (SOP) yang mengatur pola aliran kerja atau mekanisme dalam
implementasi kebijakan Kartu dentitas anak (KIA).
a. Pimpinan Tinggi Pratama
Pimpinan tinggi pratama adalah jabatan di tingkat kepemimpinan
yang memiliki tanggung jawab dalam mengekoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan di suatu instansi. Pimpinanan tinggi
pratama yang dimaksud ialah Kepala Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam mengkoordinasikan dan
mengawasi dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak.
Berdasarkan  hasil ~wawancara dengan Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan
bahwa:
“jadi untuk pimpinan tinggi pratama memiliki peran penting dalam
mengkoordinasikan seluruh aspek program kartu identitas anak, dia
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahap program
berjalan dengan lancar, sudah termasuk pengumpulan data,
penerbitan kia, dan distributor kepada masyarakat” (Wawancara
tanggal 19 Februari 2024).
Hasil wawancara di atas diketahui bahwa jabatan pratama memiliki
peran sentral dalam mengawasi pelaksana seluruh aspek program Kartu
Identitas Anak serta yang bertanggung jawab untuk memastikan

kelancaran setiap tahap program. Koordinasi yang efektif dari jabatan

pratama sangat penting untuk menjamin kesinambungan dan keberhasilan
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program ini dalam memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat
Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi dan SOP telah diatur dalam Peraturan Bupati

Bulukumba Nomor 56 Tahun 2023 tentang Keduduakan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu semua tugas

sudah jelas dan terdokumentasi dalam peraturan tersebut, sebagai

hasilnya pelaksanaan tugas dilakukan tanpa adanya tumpang tindi
antara satu dengan yang lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat
dapat dilakukan secara efektif” (Wawancara tanggal 20 Februari

2024).

Hasil wawancara di atas maka pentingnya struktur birokrasi dan Sop
yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 56 Tahun
2023. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, dengan adanya peraturan ini, semua tugas yang harus dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi jelas dan
terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak positif pada pelaksanaan
tugas dimana tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Sebagai
hasilnya, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan

efisien karena setiap anggota tim dapat berfokus pada tugas yang telah

ditetapkan sesuai dengan SOP yang ada.



81

b. Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi dalam konteks implementasi kebijakan Kartu
Identitas Anak memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan
administrasidan  dokumentasi  terkait program tesebut. Mereka
bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran proses administratif,
seperti pengolahan data, pencatatan, dan dokumentasi yang berkaitan
dengan penerbitan Kartu ldentitas Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“pelaksanaan  program kartu identitas anak oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Ini berarti bahwa

semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

sebelumnya, namun tidak berarti bahwa pelaksana program menjadi
kaku dalam pelaksanaannya” (Wawancara tanggal 20 Februari

2024).

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan
dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba disesuaikan
dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Artinya, semua aktivitas yang
dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diatur sebelumnya.

Senada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:
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“Untuk pelaksanaan program kartu identitas anak mengikuti

peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun

2016 tentang kartu identitas anak™ (Wawancara tanggal 21 Februari

2H(?elzs?rl);/vawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program
Kartu Identitas Anak mengikuti Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016
Terkait Kartu Identitas Anak.

c. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang dimaksud dalam implementasi kebijakan
Kartu ldentitas Anak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang
bersifat teknis atau spesifik sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka
memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk
menjalankan tugas-tugas tertentu dalam program tersebut, mulai dari
proses teknis penerbitan kartu hingga pemeliharaan sistem informasi
terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa:

“Jadi kita jalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pimpinan

yaitu tentang peraturan Bupati mengenai tugas pokok dan fungsi kita

masinng-masing, sehingga ada pegangan untuk melaksanakan tugas

masing-masing” (Wawancara tanggal 21 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas bahwa struktur birokrasi mereka mengikuti
SOP yang diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan tersebut mengatur

mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang di dalam Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Hal ini
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memastikan bahwa setiap anggota dapat menjalankan tugas mereka dengan
memiliki acuan yang jelas.

Senada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan data dan
inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulukumba mengatakan bahwa:

“Kita menjalankan kegiatan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh

pimpinan, yaitu peraturan Bupati yang mengatur tugas pokok dan

fungsi kami” (Wawancara tanggal 19 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan
dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang telah
ditetapkan oleh pimpinan, yang dalam hal ini diatur dalam peraturan Bupati
yang mengatur tugas pokok dan fungsi mereka. Hal ini menunjukkan adanya
keteraturan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing
personel, sehingga memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur
yang telah ditetapkan. Berikut hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo

Plus 12:

Gambar 4.7 Nvivo 12 Plus (Implementasi Kebijakan KIA)

Crosstab Query - Results Preview
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Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo
Plus 12 dengan fitur Crosstab untuk mendapatkan hasil implementasi
kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang
diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara diatas bersama dengan para
informan.
C. Pembahasan Penelitian
1. Komunikasi

Menurut George C. Edward I1l, komunikasi faktor pertama yang
mempengaruhi  keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu
komunikasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan
dikomunikasikan kepada organisasi/masyarakat dan sikap serta tanggapan
dari pihak yang terlibat (Mukrimaa et al., 2016). Selain itu, penting bagi
kebijakan yang disampaikan untuk tepat, akurat, dan konsisten dalam
implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah
melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan program Kartu
Identitas Anak (KIA). Upaya ini mencakup kunjungan ke sekolah-sekolah
untuk memberikan informasi kepada guru dan siswa, serta penggunaan
media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas.
Proses pemberian informasi kepada guru dijadwalkan secara teratur, dengan
melibatkan kolaborasi dengan forum anak panritalopi untuk menyebarkan
informasi ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat

tantangan dalam komunikasi langsung dengan orangtua siswa, yang
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seringkali mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Hal ini
menunjukkan perlunya peningkatan dalam Kklarifikasi prosedur dan
persyaratan pengurusan KIA kepada orangtua siswa yang belum jelas
memahaminya.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan,
diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulukumba berupaya menerapkan program Kartu Identitas Anak dengan
adanya bentuk komunikasi melalui sosialisasi secara langsung dan tidak
langsung ke masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak. Dalam
penelitian ini dapat dilihat belum relevan dengan penjelasan diatas karena
sosialisasi tersebut belum dilakukan secara merata, sehinggah informasi
yang disampaikan tidak tersampaikan secara menyeluruh oleh masyarakat.
. Sumber daya

Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung,
khususnya sumber daya manusia dimana hal ini berkaitan dengan keahlian
para pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif
Edward Il (Mukrimaa et al., 2016). Sumber daya dalam pelaksanaan suatu
implementasi sangat membutuhkan kualitas Sumber Daya yang memadai
baik sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya fasilitas
agar suatu program dapat di laksanakan (Madjid et al., 2021).

Pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba menunjukkan

bahwa telah melakukan persiapan yang menyeluruh untuk program Kartu
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Identitas Anak. Sumberdaya manusia yang kompeten, alokasi dana yang
memadai, dan fasilitas yang tersedia telah dipersiapkan dengan baik. Selain
itu upaya seperti layanan jemput bola telah diterapkan untuk mencakup area
yang sulit dijangkau dan memastikan hak anak untuk mendapatkan Kartu
Identitas Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka
kemampuan implementor, dukungan fasilitas, dan dana sudah memadai.
Jika salah satu aspek kurang memadai, pencetakan Kartu ldentitas Anak
akan terhambat dan tidak efektif. Penelitian ini menunjukkan relevan
dengan penjelasan diatas bahwa sumber daya berkaitan dengan kecakapan
para pelaksana dan tersedianya sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan kebijakan.

Disposisi

Menurut Edward 111 (Mukrimaa et al., 2016), disposisi berkaitan
dengan kesediaan dari para implementor untuk melakukan kebijakan publik
tersebut, kecakapan saja tidak cukup juga dibuthkan komitemen untuk
melaksanakan kebijakan. Sikap komitmen faktor kunci dalam kesuksesan
implementasi kebijakan karena implemntor yang memiliki disposisi yang
baik akan memiliki pemahaman yang baik dan pandangan yang positif
terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak.

Dengan dukungan kuat dan komitmen tinggi terhadap program tersebut
terlihat jelas, dengan tekad untuk memastikan setiap anak di Kabuapten

Bulukumba memiliki Kartu Identitas Anak. Selain itu, pentingnya peran
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pemimpin juga terlihat dalam pencapaian yang telah dicapai hingga tahun
2023 yang mencapai 40% hal ini menunjukkan efektivitas kerjasama
antarpihak terkait dan perhatian yang cukup terhadap implementasi
kebijakan kartu identitas anak. Semangat dan antusias yang tinggi dari
pelaksanaan program kartu identitas anak serta mereka siap memberikan
layanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun KIA telah mencapai 40%
tetapi masih terdapat kesadaran masyarakat yang kurang, untuk patuh
terhadap kebijakan . Hal ini menegaskan pentingnnya dukungan dan
komitemen dalam menjalankan program untuk memenuhi hak-hak anak
secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan penelitian
ini relevan dengan teori diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bulukumba sangat mendukung program ini dan bersedia
untuk melaksanakannya. Para pelaksana kebijakan juga berperan aktif
dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, serta berupaya
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun untuk kesadaran
masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut masih terbilang kurang
meskipun mereka telah menyadari bahwa program Kartu Identitas Anak

telah diterapkan.

. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi. Menurut Edward 111 dalam (Alhogbi, 2017)
merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi tingkat

keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang
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kompleks membutuhkan kerjasama antara semua pihak. Ketika birokrasi
yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan merugikan hasil
yang diinginkan dengan mengakibatkan ketidakefektifan dan hambatan
dalam pelaksanaannya .

Struktur birokrasi dan SOP yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 56 Tahun 2023 memiliki peran penting dalam
pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan
tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan tata
kerja di dalam dinas tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara
satu dengan yang lain Hal ini memungkinkan pelayanan kepada masyarakat
dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, prosedur implementasi
kebijakan kartu identitas anak juga sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016, menunjukkan
konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, struktur
birokrasi yang sesuai dengan SOP dapat memastikan bahwa setiap anggota
tim dapat menjalankan tugasnya dengan memiliki pedoman yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa struktur birokrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sudah
berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada
implementasi kebijakan kartu identitas anak. Penelitian ini relevan dengan
penjelasan diatas birokrasi sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi
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dengan baik, dalam hal ini struktur yang dimaksud adalah standar

oparational sustem dalam pelaksanaan kebijakan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi
kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dapat dinilai menggunakan empat

indikator, yaitu komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam

implementasi kebijakan kartu identitas anak maka dapat disimpilkan bahwa :

1. Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulukumba telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan
kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), meskipun demikian masih terdapat
kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi langsung dengan orangtua siswa
untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait program kartu Identitas Anak
(KIA).

2. Sumber daya, persiapan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas telah
dilakukan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba, sehingga proses implementasi kebijakan kartu
identitas anak dapat berjalan lancar.

3. Disposisi, terlihat adanya komitmen yang kuat dan antusiasme tinggi dari
pihak terkait, termasuk pemimpin dan pelaksana kebijakan, dalam
melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak, yang merupakan faktor

penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan.
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4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi dan SOP yang telah diatur dengan baik
memainkan peran penting dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, memastikan konsistensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan Kartu ldentitas Anak.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan kartu
identitas anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bulukumba, dengan melihat kondisi yang terjadi maka peneliti menyarankan,

bahwa:

1. Pemerintah agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar seluruh
masyarakat mengetahui dan memahami tentang program Kartu Identitas
Anak, mengingat bahwa program ini berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Oleh karena itu, program ini dianggap
wajib dan harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada
anak-anak dalam rentang usia 0-17 tahun, untuk meningkatkan pemahaman
tentang hak dan kewajiban anak.

2. Bagi masyarakat, agar secara aktif mendukung pemerintah dalam
memastikan anak-anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas
Anak. Kartu ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan

pelayanan publik.
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Pasal 1 angka 1 UU Adminduk

Pasal 2 huruf (a) UU Adminduk

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya”

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas
Anak “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah
Identits resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17
Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”
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Telanhan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Menurut Rencana Strategis  (Renstra) Kementerian Dalam  Negeri
Republik Indonesia tahun 2020-2024, isu yang berkaitan dengan bidang
kependudukan adalah penvelenggaraan administrasi kependudukan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan
dan tindak lanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan
pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah,
komitmen untuk mendukung pendanasan  pelaksanaan  administrasi
kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi
pemanfaatan database kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas database kependudukan nasional
sebapgai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir
tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak
191.027.881 (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan
ratus delapan puluh satu) jiwa dari 193.365.749 (seratus sembilan puluh tiga
juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa
wajib KTP (98,79%).

enstng [ Kepodirukon do Pecatiotin Sipll
Vntwapirtes Bk Babom P10

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi
kependudukan  telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada
dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anale (KIA). Hal ini
memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan
oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen
kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja. Tanda Tangan secara
Elektronik pada dolkumen kependudukan mendorong pengembangan
pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan
pencetalkan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019
penerapan Tanda Tangan Elektronike pada Doloumen HKependudulkan telah
dilaksanakan di 509 kabupaten/kota. Dokumen yang sudah ditandatangani
dengan tanda tangan clektronik antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian,
Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan .

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta
HKelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sampai dengan akhir tahun 2019 telah
diterbitkan sebanyalk T4.288.008 (tujuh pulubh empat juta dua ratus delapan
puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari 81 632 355 (delapan puluh
s=atu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak
D91%% ([scembilan puluh satu perasen). Scbagai kartu identitas reami yang
diberikan kepada penduduk yvang berdomisili disuatu kabupaten/kota dan
belum berusia 17 tahun atau belum menilkkah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tabun 2015 tentang Penerapan
Kartu Identitas Anak, dari scmula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8
(delapan) kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan
alkhir tahun 2019 telah diteraplkan di 482 kabupaten/kota darsi 514
kabupaten /kota 93, 77% (sembilan puluh tHga koma tujuh pulubh tujuh

persen).
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Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Musyarifatul Laela
Nim 105611119120

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

No | Bab Nilai | AmbangBatas
o [ Bab | 9% 10 %

2 [Bab2 16 % 25%

3 [Bab3 9% 10%

4 Bab4 9% 10 %

5 | Babs 3% 5%
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